
WALIKOTA MOJOKERTO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 54 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 35 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA 

SA TUAN PENDi Di KAN DI KOT A MOJOKERTO TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penerimaan peserta 

didik baru melalui jalur zonasi, jalur prestasi dan perpindahan tugas 

orang tua/wali, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada 

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu 

dilakukan penyempurnaan dan perubahan atas Pedoman Pelaksanaan 

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kata 

Mojokerto Tahun Pelajaran 2019/2020, yang dituangkan dalam 

Peraturan Walikota Mojokerto. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kata Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 

Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota 

Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 387 4) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan 

atas Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150) ; 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ; 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 541 0) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4864); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 201 0 Tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 

republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Standar lsi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 
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18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 

2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 

Tahun 2013; 

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 

2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955); 

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 

2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 956); 

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Penilaian Hasil Selajar oleh Pemerintah melalui Ujian 

Nasional dan penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan melalui 

Ujian Sekolah / Madrasah / Pendidikan kesetaraan pada SMP / MTs 

SMA / MA/ SMK atau yang sederajat; 

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 

2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Saru Pada Taman Kanak

Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang 

Penerimaan Peserta Didik Saru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan 

Sekolah Menengah Kejuruan; 

23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tetang 

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ; 

24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 

2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Tahun 2019; 

26. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 64 Tahun 2017 tentang Sistem 

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ; 
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27. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Pemerintah Kata 

Mojokerto Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Walikota Mojokerto Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Pemerintah Kata 

Mojokerto Tahun 2019; 

28. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kata 

Mojokerto Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kata 

Mojokerto Tahun 2019 ; 

29. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 84 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Walikota Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Mojokerto Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 35 TAHUN 

2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN 

PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA 

MOJOKERTO TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 35 

Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta 

Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kata Mojokerto Tahun 

Pelajaran 2019/2020 diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga 

secara keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut : 
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"Pasal 15 

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai 

berikut: 

a. zonasi; 

b. prestasi; dan 

c. perpindahan tugas orang tua/wali. 

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) 

huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari 

daya tampung sekolah. 

(3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) 

huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya 

tampung sekolah. 

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana 

dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima 

persen) dari daya tampung sekolah. 

(5) Galon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 

(tiga) jalur PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam satu zonasi. 

(6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi 

sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, 

calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB 

melalui jalur prestasi." 

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga 

secara keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal 17 

(1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan 

kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, 

sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota 

wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili 

sesui zona yang ditetapkan Pemerintah Kota. 

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga 

yang diterbitkan paling singkat 6 sebelum bulan 

pelaksanaan PPDB. 



7 

(3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan 

domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang 

dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang 

menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah 

berdomisili paling singkat 6 bulan sejak diterbitkannya surat 

keterangan domisili. 

(4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu 

keluarga atau surat keterangan domisili dalam wilayah Kota 

Mojokerto yang terdekat dengan sekolah." 

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 

18 berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal 18 

Kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dalam jalur 

zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) 

termasuk kuota bagi: 

a. peserta didik tidak mampu; dan/atau 

b. anak penyandang disabilitas pada sekolah yang 

menyeleng-garakan layanan inklusif." 

4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga secara 

keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal20 

(1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima 

belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (3) ditentukan berdasarkan: 

a. nilai ujian sekolah berstandar nasional; dan/atau 

b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang 

akademik maupun nonakademik pada tingkat 

internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, 

dan/atau tingkat kabupaten/kota. 

(2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan 

peserta didik yang berdomisili di dalam/luar zonasi sekolah 

yang bersangkutan." 
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Pasalll 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam 

Serita Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 24 Juni 2019 

WALIKOT 

IKA PUSPITASARI 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 24 Juni 211, 
SEKR ERAH KOTA MOJOKERTO 
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ARLISTYATI, S.H., M.Si. 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19610519 198603 2 006 
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